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ABSTRAK
PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA UANG ELEKTRONIK DALAM
SEKTOR JASA KEUANGAN

Uang elektronik menjadi bagian dari alat pembayaran dengan kemajuan di bidang
teknologi. Alat pembayaran tersebut dengan berbasis kepingan dan mesin ritel
yang dapat digunakan secara praktis tanpa menggunakan uang tunai. Bank
Indonesia sebagai pihak penerbit uang elektronik memiliki kewenangan untuk
mengawasi jalannya sistem alat pembayaran. Namun di sisi lain, adanya pihak
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki kewenangan untuk mengawasi
sistem jasa keuangan. Uang elektronik memiliki dampak yang dapat merugikan
penggunanya. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor atas penerbit maupun
kesalahan pengguna yang dapat menimbulkan kerugian finansial. Oleh karena itu,
perlu adanya perlindungan hukum bagi pengguna uang elektronik atas kerugian

yang dialaminya.

Kata Kunci: Uang Elektronik, Perlindungan Hukum.



ABSTRACT
PROTECTION BY LAW FOR USER ELECTRONIC MONEY IN SECTOR
FINANCIAL SERVICE

Transition in technology makes electronic money is going to be a part of the
payment system. Electronic money uses chip and server to make transaction
easier for the user. Bank Indonesia is the publisher of electronic money. It also
has the authority for the transaction system. In the other hand, there is a
government institution called Financial Services Authority (OJK) which works in
financial system sector. In reality, electronic money causes risks for the user.
Those risks cause Bank Indonesia and the user itself have financial costs.
Therefore, knowing that there are risks in using electronic money, user must be

protected by law.

Keyword: Electronic Money, Protection By Law.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Manusia memiliki kebutuhan untuk memenuhi keberlangsungan hidupnya.
Kebutuhan manusia pada dasarnya terbagi menjadi dua yaitu kebutuhan dalam
bidang barang maupun jasa. Kebutuhan manusia tidak dapat terpenuhi dengan
mengandalkan kemampuannya sendiri sehingga memerlukan bantuan dari pihak
lain. Sistem barter merupakan kegiatan sederhana yang dilakukan oleh manusia
untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan sistem barter pihak yang satu
mempunyai suatu barang dan pihak kedua mempunyai barang yang berbeda
kemudian mereka bertukar karena antara individu tersebut membutuhkan barang
yang ada di pihak lain. Namun sistem barter dinilai kurang efektif dan efisien
mengingat sistem barter diperlukan dua pihak saling membutuhkan dan ingin
memenuhi barang yang dimiliki oleh pihak lain.

Kelemahan dari sistem barter mengakibatkan sistem tersebut ditinggalkan
lalu munculah uang logam dan dilanjutkan dengan uang kertas sebagai alat tukar.
Alat tukar ini merupakan bagian dari transaksi. Perdagangan atau transaksi
menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah persetujuan jual beli
antara dua pihak atau pelunasan pembayaran.' Jenis transaksi terbagi dua yaitu
transaksi tunai dan transaksi non tunai. Saat ini transaksi non tunai merupakan
transaksi yang kerapkali digunakan oleh masyarakat. Transaksi non tunai
memiliki kelebihan utama yaitu dalam sisi keamanan.

Sampai saat ini, masyarakat menggunakan sistem non tunai dalam
transaksi pembayarannya. Selain kelebihannya berupa keamanan, kelebihan lain
dari transaksi non tunai yaitu penggunaan alat tukar secara praktis. Hal itu karena
masyarakat tidak perlu membawa uang tunai dengan jumlah yang banyak, cukup
dengan pembayaran berbasis kertas seperti cek dan bilyet giro maupun dikenal

'Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses dari https://kbbi.web.id/ Pada Tanggal 1 Oktober Pukul:
13:15
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pula dengan sistem elektronik dan pembayaran berbasis kartu seperti kartu kredit,
kartu debit, maupun kartu prabayar.? Akibat dari perubahan pembayaran tersebut,
masyarakat kerapkali menggunakan nontunai sebagai alat pembayarannya.

Namun dalam perkembangannya pengguna uang non tunai dapat
mengalami kerugian. Jika adanya penyalahgunaan dalam uang non tunai akan
menjadi tanggung jawab nasabah sepenuhnya.® Penyalahgunaan tersebut seperti
memberikan kartu kredit beserta kata sandi kepada orang lain, sehingga dapat
digunakan tanpa sepengetahuan nasabah yaitu pemilik dari kartu. Oleh karena itu,
perlunya kehati-hatian bagi nasabah untuk menghindari kerugian tersebut
mengingat bahwa kartu sandi bersifat rahasia.

Salah satunya mengenai transaksi non tunai yang ramai diperbincangkan
saat ini dalam masyarakat adalah uang elektronik. Uang elektronik merupakan
sistem pembayaran yang dapat digunakan untuk bertransaksi berbasis non tunai.
Uang elektronik dengan sistem non tunai berbasis kartu lebih memudahkan
masyarakat dalam berbagai transaksi. Dengan berbentuk kartu dapat digunakan
secara praktis tanpa perlu membawa uang tunai.

Pada dasarnya, uang elektronik tidak mempunyai tujuan untuk mengganti
uang tunai secara keseluruhan.* Dalam sistem uang elektronik yang beredar di
pasaran dan menawarkan fasilitas pembayaran yang tidak sama. Sehingga hanya
pedagang atau mesin peritel (merchant) tertentu yang dapat digunakan uang
elektronik. Dengan demikian, uang elektronik yang digunakan belum bisa
memenuhi semua kebutuhan.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/ 8 /PBI/2014
Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009
Tentang Uang Elektronik, uang elektronik merupakan alat pembayaran yang harus

memenuhi unsur-unsur:

*Website Bank Indonesia, “Sistem Pembayaran” , diakses dari http://www.bi.go.id/id/sistem-
pembayaran/di-indonesia/sekilas/Contents/Default.aspx Pada Tanggal 11 Februari 2018

*Dapat dilihat pada Putusan Makamah Agung Republik Indonesia No. 769 K/Pdt.Sus/2011
*Mohammad Sofyan Abidin, Dampak dari Kebijakan E-Money Sebagai Alat Pembayaran Baru,
diakses dari http://ejournal.unesa.ac.id/article/17060/57/article.pdf pada Tanggal 19 Februari 2018



http://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/di-indonesia/sekilas/Contents/Default.aspx
http://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/di-indonesia/sekilas/Contents/Default.aspx
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a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada
penerbit;

b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip;

c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan
merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan

d. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan
simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur

mengenai perbankan.

Uang elektronik diterbitkan oleh bank maupun lembaga bukan bank
dengan izin Bank Indonesia. Pihak tersebut harus memenuhi ketentuan dalam
Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/ 8 /PBI/2014 vyaitu wajib
memperoleh izin sebagai penerbit dari Bank Indonesia.

Uang elektronik ini dapat dimiliki oleh setiap masyarakat yang ingin hidup
secara praktis dan efisien tanpa menyimpan uang tunai dengan jumlah yang
banyak. Uang elektronik ini dapat digunakan secara cepat dengan hitungan detik
tanpa harus menghitung dengan waktu yang lama. Selain itu pula, manfaat lain
dari uang elektronik ini tidak harus cek keaslian uang ketika bertransaksi. Tetapi
selain terdapat manfaat yang diberikan oleh pengguna uang elektronik, ada pula
kelemahan dari uang elekronik.

Kelemahan dari uang elektronik yaitu ketika pengguna uang elektronik
mengalami kehilangan saldo uang elektronik yang merupakan akibat kerusakkan
sistem pembayaran terkait. Selain itu pula, uang elektronik yang berupa kartu
tersebut hilang sehingga nominal yang ada dalam uang elektronik akan hilang
pula dan tidak bisa dikembalikan, hal tersebut sudah dijelaskan menjadi risiko
bagi pemngguna yang menggunakan uang elektronik. Kelemahan tersebut sangat
merugikan pengguna uang elektronik mengingat uang elektronik sudah
diwajibkan dalam berbagai transaksi, contohnya dalam penggunaan uang

elektronik dalam transaksi di jalan bebas hambatan (Tax On Location).’

®Dapat dilihat pada Pasal 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 16/PRT/M/2007 Tentang Transaksi Tunai di Jalan Tol



Oleh karena itu menjadi perhatian bagi saya untuk melakukan penelitan
dalam sisi perlindungan bagi pengguna uang elektronik dalam melakukan
transaksi. Selain itu pula, melalui penelitian ini dapat mengetahui pihak-pihak
yang bertanggung jawab atas perlindungan pengguna uang elektronik dan

bagaimana bentuk dari perlindungan tersebut.

1.2 Perumusan Masalah
1. Pihak-pihak mana sajakah yang berwenang dalam melindungi pengguna
uang elektronik?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna atas transaksi

menggunakan uang elektronik?

1.3 Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui pihak yang berwenang untuk melindungi pengguna
uang elektronik.
2. Untuk mengetahui perlunya perlindungan bagi pengguna dalam

menggunakan uang elektronik.

1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini mempunyai manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua
kegunaan tersebut sebagai berikut :
1. Manfaat secara teoritis
Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah sebagai perkembangan
pikiran dalam bidang ilmu hukum pada umumnya dan pada khususnya
bagi pengembangan hukum perbankan di Indonesia. Manfaat secara
teoritis ini untuk mengetahui perkembangan mengenai uang
elektronik, pihak-pihak yang berwenang untuk melindungi pengguna
uang elektronik, bagaimana perlindungan atas pengguna elektronik

dalam melakukan transaksi.
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2. Manfaat secara praktis
Manfaat penelitian ini secara praktis sebagai rujukan bagi para
pengguna sebagai pengguna untuk mengunakan uang elektronik
secara bijak. Adapun manfaat praktis lainnya hasil penelitian dapat
menjadi literatur bagi semua pihak yang tertarik untuk mengetahui
materi mengenai ketentuan perlindungan hukum pengguna uang
elektronik.Selain itu pula diharapkan penelitian ini sebagai
pengetahuan baru terhadap pandangan mengenai uang elektronik

beserta risiko atas pengunaan uang tersebut.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini saya melakukan pendekatan dengan menggunakan
metode yuridis normatif yakni penelitian yang mencakup penelitian suatu
sistematika hukum dalam aturan perbankan maupun perlindungan
pengguna uang elektronik sebagai konsumen serta mengkaji peraturan
perundang-undangan terkait dengan perlindungan hukum pengguna uang

elektronik sesuai dengan hirarki undang-undang.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan dilakukan adalah metode
pengolahan data kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan
memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun
sistematis kemudian ditarik kesimpulan. Data yang diolah dengan metode
ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan.
Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mempunyai isi
kekuatan mengikat kepada masyarakat yaitu peraturan
perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penulisan ini
adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang
Perbankan No. 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 24



1.7

Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa
Keuangan,Peraturan  Otoritas Jasa Keuangan Nomor:
1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa
Keuangan, Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/ 8 /PBI/2014
dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PB1/2018.

2) Bahan hukum sekunder vyaitu bahan-bahan hukum yang
mempunyai isi menjelaskan bahan hukum primer. Buku-buku
mengenai uang elektronik, jurnal ilmiah uang elektronik
maupun penerbit uang elektronik, artikel-artikel dari media
elektronik digunakan sebagai bahan hukum sekunder dalam
penulisan ini.

3) Bahan hukum tersier vyaitu bahan-bahan hukum yang
mempunyai isi menjelaskan bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder.

Sistematika Penulisan

Pada penulisan penelitian ini agar tidak menyimpang dari
permasalahan yang akan diuraikan, maka secara garis besar gambaran isi
di dalam penelitian ini terdiri atas 6 (enam) bab dan sub bab yang akan
diuraikan sebagai berikut:

Dalam Bab | (satu), Bab ini berisi latar belakang penelitian,
permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
metode penelitian dan sistematika penulisan.

Selanjutnya dalam Bab Il (dua), mengenai tinjauan vyuridis
pengaturan transaksi non tunai yaitu pengertian transaksi non tunai,
pengaturan transaksi non tunai dalam hukum positif dan jenis-jenis dari
transaksi non-tunai. Serta uraian bahasan secara umum mengenai tinjauan
yuridis mengenai pengertian uang elektronik, aturan tentang uang

elektronik, jenis uang elektronik, penyelenggara uang elektronik, penerbit



uang elektronik, pengguna uang elektronik, hubungan hukum antara
penerbit dan pengguna uang elektronik.

Dalam Bab Il (tiga), bab ini berisi mengenai tinjauan yuridis
pengaturan perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI1/2014.

Dalam Bab IV (empat), berisi bahasan mengenai pihak-pihak yang
berwenang atas perlindungan pengguna uang elektronik serta bagaimana
perlindungan terhadap pengguna atas uang elektronik.

Selanjutnya pada Bab V (lima) merupakan perumusan suatu
kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya
serta merupakan jawaban terhadap permasalahan yang menjadi bahan

penelitian. Bagian saran menguraikan saran dari penulis atas masalah.



